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SALINAN PUTUSAN
Nomor 480/Pdt.G/2014/PA.Tbh
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat,
antara :
PENGGUGAT, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan
Parit Landang Desa Kotabaru Seberida Kecamatan
Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;
Melawan
TERGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit Mawik Desa
Kembang Mekar Sari Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor
480/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 10 September 2014 tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara
tersebut;

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan;

- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09

September 2014, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan
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Agama Tembilahan dengan Nomor 480/Pdt.G/2014/PA.Tbh tanggal 09

September 2014 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada
tanggal 07 Februari 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir,
sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor  KK.03.04/07/PW.00/2010,
tertanggal 21 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan tersebut;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan
harmonis sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai
dua orang anak, bernama : 1. Dodi Fermansyah, umur 18 tahun, 2. Jailani,
umur 13 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, bertempat tinggal di rumah
orang tua Penggugat selama 3 bulan dan terakhir di rumah bersama di
Kotabaru;

4. Bahwa sejak tahun 2008 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :

a. Bahwa pada tahun 2008 telah melakukan suntikan pada alat kelamin
Tergugat dan tujuan supaya alat kelamin lebih perkasa dan yang
akibatnya alat kelamin tersebut membengkak, gata-l-gatal dan lebih
fatalnya lagi tidak berfungsi sebagaimana biasanya, yang akibatnya
Tergugat sering memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan
badan, apabila kehendak tersebut tidak terpenuhi dan Tergugat marah-
marah ;

b. Karena Tergugat sering berperasangka buruk terhadap Penggugat,
dimana Tergugat sering cemburu dan Tergugat tidak membolehkan

bertamu ketempat tetangga mmaupun ketempat keluarga ;
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5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat
terjadi pada bulan Juni tahun 2013, Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal pada alamat sebagaimana tersebut diatas sehingga sampai
sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun 2
bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah
diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan
Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga
dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar

Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan,

agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera
Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan tersebut
yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah
dilaksanakannya pernikahan tersebut;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah
meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh sebab itu sidang dapat
dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-
sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun
2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan
karena ketidak hadiran dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu
dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena
tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.03.04/07/PW.00/2010, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang Kabupaten
Indragiri Hilir, tanggal 21 Maret 2010, lalu Majelis memeriksa bukti surat
tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai
cukup dan telah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan
saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Landang Baru RT.001 RW.002 Kelurahan Kota Baru
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Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama NUR ASIA dan Tergugat
bernama M. ARISTA karena saksi tetangga Penggugat.

Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan
Tergugat.

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri,
dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008,
karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat melarang Penggugat
berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah
menyuntik kelamiannya sehingga sekarang tidak berfungsi lagi
untuk melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat
meninggalkan Penggugat.

Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
hidup bersama lagi;

2. Saksi Il, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Jalan Riau RT.006 RW.006 Kelurahan Kotabaru
Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama NUR ASIA dan Tergugat

bernama M. ARISTA karena saksi tetangga Penggugat.
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Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan
Tergugat.

Bahwa, saksi mengetahuinya, semula keadaan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagai suami isteri,
dikaruniai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon
sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2008,
karena Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran.

Bahwa, penyebab tidak harmonis karena Tergugat melarang Penggugat
berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat telah
menyuntik kelamiannya sehingga sekarang tidak berfungsi lagi
untuk melakukan hubungan suami istri;

Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat
tinggal selama kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat
meninggalkan Penggugat.

Bahwa, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat
hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah
diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak
mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang
intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari
Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukii
yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon
kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini,
ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
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TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian,
maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum
antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat
telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai
dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai
mempunyai legal standing untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di
persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis “P” yang diajukan oleh
Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor  KK.03.04/07/
PW.00/2010 tanggal 21 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir selaku Pegawai
Pencatat Nikah di kecamatan tersebut, bukti tertulis “P” ini telah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukup, dan bukii
tertulis “P” ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya
pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa
perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak
tanggal 21 Maret 2010, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai
hubungan hukum dan legal standing untuk menggugat perceraian terhadap
Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Tembilahan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan
sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan
rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula
mengutus orang lain sebagi wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah
dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan relaas panggilan
Nomor: 480/Pdt.G/2014/PA.Tbh masing-masing tanggal 11 September 2014
dan tanggal 24 September 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidaklah
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat
beralasan, mempunyai dasar dan tidak bertentangan dengan hukum, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtreglement Buitengewesten
(RBg) maka gugatan Penggugat harus diputus tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan
cerai terhadap Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena :

a. Bahwa pada tahun 2008 telah melakukan suntikan pada alat kelamin
Tergugat dan tujuan supaya alat kelamin lebih perkasa dan yang akibatnya
alat kelamin tersebut membengkak, gata-l-gatal dan lebih fatalnya lagi tidak
berfungsi sebagaimana biasanya, yang akibatnya Tergugat sering
memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan badan, apabila
kehendak tersebut tidak terpenuhi dan Tergugat marah-marah ;

b. Karena Tergugat sering berperasangka buruk terhadap Penggugat, dimana
Tergugat sering cemburu dan Tergugat tidak membolehkan bertamu
ketempat tetangga mmaupun ketempat keluarga , sehingga sekarang telah
berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara a quo pihak Tergugat tidak hadir,
maka karena perkara a quo adalah perkara perceraian maka Majelis Hakim
tetap memerintahkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil

gugatannya di persidangan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 angka 2
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya
tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi keluarga dan orang yang dekat
dengannya di depan persidangan, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan saksi yang diajukan oleh
Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu
pembuktian, maka dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinyatakan
sebagai fakta-fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat dalam
rumah tangganya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat
dan telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 1 tahun 2 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana
tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai
dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama lebih kurang 1
tahun 2 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam
waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak juga untuk rukun
kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis
Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam
perselisihan yang tajam (syiqoqun baid) sehingga keduanya sulit untuk dapat
bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan
Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana semula,
maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan

semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurusi antara satu dengan
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yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam ikatan
perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya,
maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil
manfaatnya, sesuai dengan kaidah fighiyah yang Majelis Hakim ambil sebagai
pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

tllaoll cd> e p b0 dwlaall <))
"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk
mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab Ghoyatul Marom yang
Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini
yakni:

dallo uolall ale §lbo lgzg3) a2l aus) pac il 0ls
Artinya : “Di waktu isteri setelah memuncak kebenciannya terhadap suami, di

saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami
dengan talak satu’;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan
dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga
sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa
rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada
harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi
Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo diputus atas alasan-alasan
sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan
menjatuhkan talak bain sughra sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2
huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dikirimkan
kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dan tempat tinggal
Penggugat dan Tergugat, maka karena gugatan tersebut beralasan hukum
sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan diperintahkan untuk
mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Keritang, Kabupaten Indragiri
Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara
yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
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4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan
salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor
Urusan Agama Kecamatan Keritang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan
Mekar Sari, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah
disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014
Masehi bersamaan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Drs.
NUSIRWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. A. RAHMAN, S.H.,
M.A. dan RIKI DERMAWAN, S.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta
dibantu oleh AMIR JAYA, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NUSIRWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTA
ttd ttd
Drs. A. RAHMAN, S.H., M.A. RIKI DERMAWAN, S.H.l.

PANITERA PENGGANTI

ttd

AMIR JAYA, S.H.l.
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Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran
Biaya Proses

1 Rp.  30.000,-
2 Rp.  50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 825.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5
J

Biaya Materai Rp. 6.000,-

umlah = Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu
rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Tembilahan, 07 Oktober 2014
Panitera

LUKMAN, S,Ag.
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